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BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,
Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

di Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 29),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il

Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4, Undang-Undang ...



4.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91653);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20105

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa;

12, Peraturan ...
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12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4),

15.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1

Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 139
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 139

Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya
Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 142) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 21 dan angka 22 diubah, diantara
angka 21 dan angka 22 disisip 2 angka baru yaitu angka 21a dan
21b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.
3, Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

8, Pejabat ...
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disebut PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara Umum Daerah, yaitu Kepala Badan Pengcelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya discbut BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum dacrah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal ini

adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten
Indragiri Hulu.
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dat

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacran.
Bendahara PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengclola

Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat
PPK-PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten
Indragiri Hulu.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang discbut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sctempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa

dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umuim,

bebas, rahasia, jujur dan adil.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olch

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening

tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membavar scluruh

pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening Bank yang ditetapkan.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya discbut

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan

kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa

yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas
PPKD.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu

Ditetapkan di Rengat
da tanggal 20 Me 2019

INDRAGIRI HULU,BUPA

\H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 me 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 2g ,
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